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BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap peran 

Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mengimplementasikan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelengaraan Kabupaten Layak 

Anak dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 telah 

menempati posisi sebagai landasan hukum utama yang sangat relevan 

dan memadai untuk menangani permasalahan yang melibatkan anak 

di wilayah Kabupaten Asahan. Peraturan ini secara tegas dan 

komprehensif mengakomodasi prinsip perlindungan khusus bagi 

anak yang berhadapan dengan hukum, baik mereka yang berperan 

sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam peristiwa tawuran. 

Kebijakan ini juga menandai perubahan paradigma penanganan yang 

sangat signifikan, yaitu dari pendekatan yang semata-mata bersifat 

represif dan berorientasi pada penghukuman, menuju pendekatan 

yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan 

kondisi, serta pembinaan agar anak dapat kembali berperilaku positif. 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selaras sepenuhnya dengan 

amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

sehingga secara substansial mampu menjamin hak anak untuk hidup, 

tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari perlakuan yang 

merendahkan martabat.  

2. Pemerintah Kabupaten Asahan telah berupaya menjalankan berbagai 

peran pokok sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2022, meskipun belum berjalan secara 
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maksimal. Peran-peran yang telah dilaksanakan seperti, Peran pembuat 

kebijakan, Peran pelindunga dan Pembina, Peran pencegahan, Peran 

koordinasi. Meskipun demikian, pelaksanaan peran-peran tersebut 

masih menghadapi sejumlah kendala mendasar yang menghambat 

efektivitasnya. Penanganan kasus cenderung masih bersifat Reaktif, yaitu 

baru dijalankan secara intensif setelah kejadian tawuran berlangsung, 

dan belum didukung dengan strategi pencegahan jangka panjang yang 

terencana, terukur, serta berkelanjutan. Kondisi ini menyebebkan peran 

pemerintah belum sepenuhnya mampu mewujudkan lingkungan yang 

aman, damai, dan benar benar layak bagi anak dari ancaman kekerasan 

tawuran sebagaimana cita-cita ang diharapkandalam Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2022. 

1.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang yang penulis lakukan tentang Peran 

Pemerintah Kabupaten Asahan Dalam Menindaklanjuti Kasus Tawuran maka 

saran dari penulis sebagai berikut: 

5.2.1. Pemerintah Kabupaten Asahan diharapkan secepatnya menyusun dan 

menerbitkan Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bersama antar 

instansi yang secara khusus mengatur tata cara pencegahan, penanganan 

saat kejadian, pemulihan, hingga pemantauan jangka panjang terhadap 

kasus tawuran yang melibatkan anak. Aturan ini harus menjelaskan 

dengan tegas siapa bertugas melakukan apa, kapan harus bertindak, 

serta bagaimana cara bekerja sama, sehingga tidak ada lagi keraguan atau 

tumpang tindih tugas di lapangan. Serta menyatukan tim penanganan 

kasus anak dari Kepolisian Resor Asahan ke dalam keanggotaan Satuan 

Tugas Kabupaten Layak Anak agar tujuan dan langkah kerja menjadi satu 

kesatuan. Pemerintah juga perlu membuat alur rujukan yang baku, 

misalnya jika ada kasus masuk ke kepolisian maka data anak segera 
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disampaikan kepada Dinas Sosial untuk pembinaan, dan sebaliknya. 

Rapat koordinasi antar pihak wajib dilaksanakan secara rutin setiap 

bulan untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan dan apa yang masih 

perlu diperbaiki. Dan memasukkan anggaran khusus untuk pencegahan 

dan penanganan tawuran ke dalam rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah setiap tahunnya secara berkelanjutan, sehingga tidak lagi 

bergantung pada dana bantuan yang sifatnya terbatas. Selain itu, 

pemerintah perlu mengangkat atau melatih tenaga pekerja sosial, 

konselor, dan psikolog yang memadai, serta membangun ruang layanan 

yang nyaman dan ramah bagi anak di daerah yang sering terjadi tawuran 

seperti Kecamatan Kisaran Timur, Kisaran Barat, dan sekitarnya. 

Sebelum membuat kegiatan, pemerintah harus terlebih dahulu mencari 

tahu data secara mendalam mengenai di mana saja lokasi rawan tawuran, 

siapa saja kelompok yang sering terlibat, dan apa sebenarnya pemicu 

utamanya. Materi sosialisasi yang disampaikan tidak boleh hanya 

sekadar berceramah tentang bahaya tawuran, tetapi harus memberikan 

panduan praktis bagi orang tua cara mendidik anak remaja, cara 

mendeteksi jika anak mulai berperilaku menyimpang, serta melibatkan 

tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan 

perdamaian yang lebih dekat dengan hati masyarakat. 

5.2.2. Kepolisian Resor Asahan: Terus meningkatkan penerapan penyelesaian 

damai atau diversi bagi anak pelaku tawuran, serta memastikan ruang 

pemeriksaan aman dan tidak menakutkan bagi anak. Data kasus yang 

sudah ditangani perlu disampaikan kepada Satgas Kabupaten Layak Anak 

secara berkala untuk keperluan pembinaan lanjutan tanpa 

membocorkan identitas anak. Kepada Dinas Sosial: Memperluas 

jangkauan pembinaan hingga ke desa-desa, menyediakan layanan 

konseling yang bisa diakses kapan saja, serta bekerja sama dengan 
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pesantren atau lembaga pendidikan karakter yang terpercaya untuk 

menampung anak yang membutuhkan bimbingan lebih intensif agar 

tidak kembali ke lingkungan yang salah. Serta Dinas Pendidikan: 

Memasukkan materi tentang bahaya tawuran, cara menyelesaikan 

masalah secara damai, dan pentingnya persahabatan ke dalam pelajaran 

di sekolah. Guru pembimbing konseling harus dilatih agar peka terhadap 

perubahan perilaku siswa dan berani melaporkan jika ada indikasi siswa 

terlibat kelompok berisiko. 

5.2.3. Peran keluarga sebagai benteng pertama: Orang tua wajib lebih 

meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak, bertanya apa 

yang mereka rasakan, mengenali siapa teman bermain anak, serta 

mengawasi penggunaan gawai agar anak tidak terpapar hal yang buruk. 

Orang tua juga harus menjadi contoh menyelesaikan masalah dengan 

kepala dingin, bukan dengan kekerasan. Begitu juga masyarakat sekitar 

tidak boleh bersikap diam jika melihat rencana atau persiapan tawuran, 

segera laporkan ke nomor pengaduan 110 atau aparat terdekat. 

Masyarakat juga perlu aktif bergabung dalam kelompok Perlindungan 

Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang ada di desa masing-masing 

untuk menjaga lingkungan agar aman bagi anak.  
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